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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Hampir semua negara di dunia memiliki sumber daya alam. Namun tidak 

semua negara memiliki sumber daya alam yang sama sehingga membutuhkan 

pasokan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi 

sendiri oleh negara tersebut. Tingginya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu 

negara yang tidak dapat memproduksi sendiri kebutuhannya menyebabkan negara 

tersebut harus mengimpor atau membeli kebutuhan dari negara lainnya. Suatu 

negara yang memiliki kelebihan produksi akan suatu komoditas atau kebutuhan 

tertentu akan dengan senang hati juga untuk menjualnya kepada negara lain yang 

membutuhkan untuk mendapatkan pemasukan yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan lain yang juga negara tersebut tidak dapat penuhi sendiri. 

Karena tingginya aktifitas perdagangan internasional ini, maka negara-

negara di dunia memiliki organisasi resmi yang berfungsi untuk mengatur 

jalannya aktifitas perdagangan antar negara agar kondisi keamanan dan 

kenyamanan bertransaksi antar negara ini berjalan baik dan adil tanpa ada 

kecurangan. Organisasi tersebut adalah World Trade Organization (WTO) yang 

merupakan organisasi resmi dunia dalam bidang perdagangan internasional atau 

perdagangan yang melewati batas-batas negara. Berfungsi sebagai wadah dan 

pengawas perdagangan internasional seperti yang disebutkan sebelumnya. 
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Dalam praktek perdagangan internasional untuk komoditas pertanian dan 

makanan, berlaku kesepakatan yang diberlakukan WTO yang harus ditaati oleh 

seluruh anggota yaitu Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS). SPS 

Agreement merupakan kebijakan perdagangan yang berfungsi sebagai dasar 

membentuk kebijakan standar keamanan pangan bagi negara anggota WTO agar 

negara-negara yang melakukan perdagangan memiliki standar yang sama 

sehingga tidak terjadi hambatan dalam perdagangan. Dengan adanya SPS 

Agreement ini, diharapkan makanan yang diperdagangkan merupakan makanan 

yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan standar SPS. SPS Agreement meliputi 

seluruh komponen hukum, dekrit, peraturan, syarat dan prosedur yang diatur WTO. 

SPS ini diterapkan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, 

dan juga tumbuhan yang berada dalam wilayah negara dari resiko kesehatan yang 

ditimbulkan oleh hama tanaman (insekta, bakteri, virus), zat aditif, residu 

(pestisida atau obat-obatan hewan), kontaminan (logam berat), toksin atau 

organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman atau bahan pakan, dan 

penyakit yang dibawa oleh hewan.1  

Salah satu komoditas yang memiliki peminat yang tinggi adalah teh. 

Dalam beberapa dekade ini, permintaan teh dunia sangat tinggi dan diprediksi 

akan meningkat hingga tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan data dari 

Komite Teh Internasional (International Tea Committee), secara global pada 

tahun 2010 konsumsi teh meningkat tajam sebanyak 60% dibandingkan tahun 

                                                             
1 European Commission. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Issues 
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1993. Pertumbuhan konsumsi komoditas ini diperkirakan akan tetap berlangsung 

karena masyarakat dunia semakin sadar akan kesehatan dan meyakini bahwa teh 

memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. 

Ditengah tingginya permintaan teh dunia, hal sebaliknya terjadi yaitu 

perlambatan pada perdagangan teh dunia. Salah satunya adalah perlambatan 

perdagangan teh dari negara-negara berkembang ke Uni Eropa. Hal ini terjadi 

karena Uni Eropa melakukan perubahan pada peraturan keamanan pangan (Food 

Safety Regulation) kawasannya. Uni Eropa memperbaharui peraturan keamanan 

pangannya dengan Commission Regulation (EU) 1146/2014 (Peraturan Komisi 

Eropa Nomor 1146/2014) pada tahun 23 Oktober 2014 dan efektif berlaku pada 

tahun 18 Mei 2015. Dalam perubahan aturan keamanan pangan tersebut, salah satu 

ketentuan yang diperbaharui adalah peraturan mengenai kandungan dalam teh. 

Uni Eropa memperketat aturan antrakinon pada teh kering menjadi 0,02 mg/kg. 

Padahal sebelumnya Uni Eropa tidak mempermasalahkan adanya kandungan ini. 

Antrakinon adalah senyawa kimia yang secara alami dihasilkan oleh teh. Namun 

kandungannya dapat bertambah pada masa pengolahan daun teh menjadi teh 

kering.2 

Indonesia menjadi salah satu negara yang komoditas tehnya ditolak oleh 

Uni Eropa pada tahun 2017 dan hingga kini belum memiliki jalan keluar. 

Penyebab ditolaknya komoditas ini adalah kandungan antrakinon dalam teh 

                                                             
2 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Misi Advokasi The Indonesia: Upaya Tingkatkan 

Akses Pasar Ekspor ke Eropa, (Jakarta: Siaran Pers Dirjendaglu, 2017) 
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Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa adalah 0,2 mg/kg. Sepuluh kali lipat dari 

jumlah yang diperbolehkan. Dicegahnya teh Indonesia masuk ke Uni Eropa ini 

menyebabkan kinerja ekspor teh mengalami perlambatan. Hal ini ditandai dengan 

pangsa ekspor yang menurun, harga teh Indonesia menjadi rendah, dan kebijakan 

impor yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor. Volume dan nilai ekspor teh 

Indonesia ke Uni Eropa secara rata-rata menurun sebanyak 20% dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir. Salah satu yang menjadi penghambat adalah kebijakan 

baru Uni Eropa tersebut.3 

Regulasi tersebut mempersyaratkan ambang batas residu AQ dalam daun 

teh kering sebesar 0,02 mg/kg dengan alasan melindungi konsumen teh dari 

bahaya penyakit yang bersifat karsinogenik. Dasar penetapan regulasi ini adalah 

prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Pemerintah Indonesia melihat 

penentuan ambang batas AQ tersebut hanya ditentukan secara default dengan 

menggunakan batas terendah dari suatu metode analisis untuk penetapan kadar. 

Penentuan ambang batas tersebut juga tidak berdasarkan analisis risiko karena 

tidak ditemukannya dokumen analisis risiko untuk AQ yang dilakukan European 

Food Safety Authority.4 

The Food and Agriculture Organization (FAO) yang merupakan badan 

pangan dan agrikultur dunia telah menyatakan bahwa standar keamaan pangan 

menjadi lebih ketat daripada sebelumnya dan saat ini telah menjadi hambatan 

                                                             
3 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Misi Advokasi The Indonesia: Upaya Tingkatkan 

Akses Pasar, (Jakarta: Dirjendaglu, Siaran Pers 2017) 
4 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibid 
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besar dalam perdagangan agri-pangan dunia. Bahkan imbas dari ketatnya standar 

keamanan pangan ini lebih besar dan berat dibandingkan dengan hambatan tarif 

impor (import tariff barriers). Standar yang lebih ketat ini, menurut FAO telah 

memberikan imbas negatif terhadap negara berkembang yang mengekspor 

komoditasnya ke pasar negara maju. FAO menggunakan Tiongkok dan Sri Lanka 

sebagai contohnya. Tiongkok dan Sri Lanka merupakan negara pengekspor teh 

terbesar di dunia. Sebelumnya, Tiongkok dan Sri Lanka juga pernah mengalami 

penolakan oleh Uni Eropa terkait komoditas tehnya. Yang menyebabkan ekspor 

teh kedua negara tersebut mengalami perlambatan.5  

 
Saat ini, Indonesia mengusahakan agar ambang batas residu AQ dalam 

daun teh kering dapat ditetapkan dengan nilai yang lebih realistis, yaitu sebesar 

0,2 mg/kg karena menurut riset Indonesia, nilai tersebut tidak berbahaya bagi 

konsumen. Nilai ini didapatkan dari riset yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan analisis risiko. Menurut Indonesia, ambang batas residu yang 

ditetapkan atas dasar kehati-hatian (precautionary principle) dalam Peraturan 

Komisi Eropa Nomor 1146/2014 yaitu sebesar 0,02 mg/kg terlalu ketat.6 

Teh merupakan penopang ekonomi bagi Indonesia yang saat ini masuk 

dalam 10 negara produsen teh terbesar di dunia. Komoditas ini  adalah salah satu 

sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini teh diproduksi 

                                                             
5 Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). Implications of Maximum Residue 

Levels (MRLs) on tea trade 
6 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibid 
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oleh badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan petani kecil. Sekitar 44,4% 

dari luas area perkebunan teh di Indonesia adalah perkebunan rakyat. Sebanyak 

500.000 orang bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada sektor 

ini.7  

The Codex Alimentarius Commission yang merupakan badan standar resmi 

yang menjadi rujukan WTO telah menetapkan standar keamanan pangan untuk 

menyelaraskan standar antar negara agar tidak terjadi hambatan dalam 

perdagangan serta untuk memastikan adanya perdagangan yang adil antar negara. 

Dalam kesepakatan Sanitary and Phytosanitary Measures WTO juga telah 

disepakati bahwa dalam aplikasinya, negara anggota bebas menentukan standar 

keamanan pangannya sendiri. Namun standar ini harus mengacu pada pengujian 

ilmiah dan harus berdasarkan standar internasional. Sehingga tidak menjadi 

kendala dalam aktivitas ekspor-impor antar negara. Maximum Residue Levels 

untuk teh dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Komisi Codex dengan Peraturan 

Nomor 396. Dalam ketentuan tersebut, terdapat 16 senyawa yang tercantum 

sebagai residu pada teh dan senyawa antrakinon tidak termasuk didalamnya.8 

Terkait dengan kandungan antrakinon, hingga saat ini belum ada penelitian 

resmi baik dari the Codex Alimentarius Commission (Komisi Codex) maupun 

FAO yang mengatakan bahwa antrakinon berbahaya bagi kesehatan dan Uni 

Eropa telah lebih dulu menerapkan aturannya dengan ambang batas residu 

                                                             
7 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Ibid 
8 Food and Agricultural Organization of the United Nations, Implications of Maximum Residue Levels 

(MRLs) on Tea Trade, (Rome: Trade and Market Division, 2015) 
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maksimum antrakinon sebesar 0,02 mg/kg. Uni Eropa sebagai anggota WTO 

seharusnya mengikuti ketentuan tersebut sehingga tidak terjadi penolakan teh dari 

negara-negara penghasil teh seperti Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Perbedaan standar MRLs antara Indonesia dengan Uni Eropa serta belum 

adanya panduan resmi terkait dengan kandungan antrakinon pada teh dianggap 

sebagai hambatan dalam perdagangan komoditas ini ke pasar Uni Eropa. Terkait 

dengan hal tersebut maka terdapat dua pertanyaan penelitian seperti dibawah ini: 

1. Bagaimana konsistensi Commission Regulation No 1146/2014 dalam 

penerapan prinsip scientific justification SPS Agreement dalam penetapan 

ambang batas maksimum (MRLs) senyawa antrakinon pada komoditas teh?  

2. Bagaimana penerapan prinsip scientific justification pada SPS Agreement di 

dalam putusan-putusan sengketa WTO? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji konsistensi Uni Eropa dalam penerapan scientific justification 

SPS Agreement dalam penetapan ambang batas maksimum (MRLs) 

senyawa antrakinon pada komoditas teh.   
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2. Mengkaji penerapan prinsip scientific justification pada SPS Agreement 

didalam putusan-putusan sengketa WTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




